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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Status dan fungsi Resimen Mahasiswa dalam sistem Pertahanan Semesta 

Indonesia adalah sebagai komponen pendukung yang fungsinya adalah untuk 

meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen 

cadangan yang termasuk dalam kategori Garda Bangsa yakni salah satu unsur 

utama dalam Komponen Pendukung. 

Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional komponen selain 

komponen utama dalam suata negara sejatinya dapat dimasukan kedalam 

golongan kombatan apabila memenuhi peraturan yang terdapat dalam 

Konvensi Den Haag 1907 yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 

(konvensi mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat) yang lebih 

dkenal dengan Hague Regulations dalam Bab 1 Pasal 1 yang menentukan 

bahwa komponen itu harus memenuhi persyaratan yakni: 

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak 

buahnya; 

2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari 

jarak jauh; 

3. Membawa senjata secara terbuka;dan 

4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan 

kebiasaan- kebiasaan perang. 
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Kalau ketentuan di atas diperhatikan yang diatur di dalamnya adalah 

penegasan bahwa hukum, hak dan kewajiban  perang bukan hanya berlaku 

bagi tentara (army) melainkan juga bagi milisi (militia) dan korp 

sukarelawan (volunteer corps), sepanjang memenuhi persyaratan  

sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 dari ketentuan 

di atas, selanjutnya dalam pasal 2 HR terdapat golongan penduduk yang 

dapat dimasukan ke dalam kategori belligerents yang dinamakan Levee en 

masse, dimana mereka harus memenuhi persyaratan yaitu: 

1 Penduduk dari wilayah yang  belum diduduki; 

2 Secara spontan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan; 

3 Tidak memiliki waktu untuk mengatur diri sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 1; 

4 Menghormati hukum dan kebiasaan perang; 

5 Membawa sejata secara terbuka. 

hal itu berarti bahwa komponen pendukung yang ditugaskan untuk 

memperkuat komponen Utama bisa dikategorikan sebagai beligerent atau 

kombatan sejauh mana tugas dari komponen utama tidak bisa terlaksana 

dengan baik dan memenuhi persyaratan seperti apa yang diatur oleh Hukum 

Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, 

konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, tetapi karena 

pengaturan mengenai komponen pendukung masih dalam bentuk RUU 

sehingga belum ada aturan secara spesifik mengenai keterlibatan mereka 

dalam konflik bersenjata selain itu juga harus memperhatikan Undang-
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Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi yang 

menentukan mengenai keterlibatan warga negara sipil dalam upaya 

pertahanan negara dilakukan melalui sistem mobilisasi sehingga status dan 

fungsi Menwa saat terjadinya konflik harus memperhatikan ketentuan yang 

terdapat dalam HHI serta dikerahkan melalaui sistem mobilisasi. 

B. Saran 

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera mengesahka RUU Komponen 

Cadangan maupun RUU Komponen Pendukung agar kedua komponen yang 

memilki fungsi memperkuat Komponen Utama memiliki status yang jelas 

dalam pertikain senjata dalam hal ini adalah pengaturan mengenai apakah 

Menwa bisa dikutserakan dalam konflik bersenjata dan Menwa mendapatkan 

status kombatan atau tidak sehingga Menwa sendiri mendapatkan 

penegasakan mengenai status dan fungsi mereka dalam sistem Pertahanan 

Semesta Indonesia. 
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